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penyuntingan naskah Jurnal SAINTOCH Volume 3 No. 1 Pe;iode Januari —
Juni 2014.

Pada periode ini masih ada beberapa kekurangan, baik dalam
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PERAN PERBANKAN DALAM PEMBENTUKAN
HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Oleh :
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
Notaris & PPAT Jakarta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAKSI

Tujuan Negara kita bidang perekonomian Indonesia ialah mewujudkan kesejahteraan
umum dan masyarakat yang adil dan makmur. Bertolak dari cita-cita tersebut,maka visi
hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan hukum yang bersifat akomodatif terhadap
perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan yang proporsional dalam
masyarakat dan tidak diskrimnatif terhadap pelaku ekonomi. Tatanan dalam perekonomian
suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang
keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem
keuangan Indonesia pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis; Sistem perbankan
(depository financial institutions) dan Sistem LKBB (non depository financial institutions).
Peran dan fungsi lembaga perbankan sebagai instrument perekonomian yaitu
menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dan menjaga kestabilan
tingkat bunga yang dilakukan oleh otoritas moneter. Begitu juga kelembagaannya di atur
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kata kunci : peranan hukum. perbankan

ABSTRACT

Our country destination field of the Indonesian economy is the common welfare and a fair
and prosperous society. Departing from these ideals, the vision of the future economic law
must show the law that is accommodating to the realization of a just and prosperous society,

proportional fairness in society and indiscriminatory the economic actors. System of
economy in a country that have a role, especially in providing facility services in the
financial sector by financial institutions and other supporting institutions. Indonesian

financial system on principle divided into two types; Banking system (depository financial
institutions) and System NBFI (non-depository financial institutions). The role and function
of banking institutions as an instrument of economic mechanisms that organize the payment

traffic efficiently and maintain a stable interest rate carried by the monetary authorities.

Likewise institutional set in Act No. 10 of 1998 and Act No. 23 of 1999 concerning Bank
Indonesia.

Keywords: the role of law, banking
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PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia utamanya
dalam bidang ekonomi, disiasati dengan
kegiatan di bidang bisnis. Para pelaku
disnis dalam upaya mendapatkan modal
baik asset sendiri maupun berupa pinjaman
tidak terlepas dari peran lembaga pebankan
yang merupakan bagian inti dari sistem
keuangan suatu Negara. Bank adalah
lembaga keuangan' yang menjadi tempat
bagi orang perseorangan, badan-badan
usaha swasta, badan-badan usaha milik
Negara, bahkan lembaga-lembaga
pemerintahan menyimpan dana-dana yang
dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan
dan berbagai jasa yang diberikan, bank

melayani kebutuhan pembiayaan serta
melancarkan mekanisme sistem
pembayaran bagi semua sektor
perekonomian.

Tujuan dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia salah satunya ialah
mewujudkan cita-cita nasional yang termuat
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat
dengan UUD RI 1945 yakni memajukan
kesejahteraan umum dan mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur
merupakan cita-cita yang berangkat dari
bidang perekonomian Indonesia.” Sejak
Indonesia memperoleh kemerdekaannya
kembali dari tangan penjajah, tentu saja
memiliki cita hukum oleh karena itu untuk
mewujudkan tujuan dari cita hukum di
Indonesia maka lahirlah UUD RI 1945,
didalamnya tersirat makna memajukan
kesejahteraan umum dan mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur yang
merupakan cita-cita yang berangkat dari
bidang perekonomian Indonesia maka visi
fukum  ekonomi ke  depan  harus
menunjukkan  hukum  yang  bersifat
akomodatif terhadap perwujudan keadilan
vang proporsional dalam masyarakat, tidak
diskriminatif terhadap pelaku bisnis dan

* Hermansyah..Hukum Perbankan Nasional Indonesia (cetakan
“edua), Jakarta, Kencana Media Group, 2011,1h.7

~ Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang. 2007.h.31

masyarakat. Hal itu tampak dalam pasal 33
UUD RI 1945 yang lebih rinci dinyatakan:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip keadilan, kebersamaan
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Ketentuan  lebih
pelaksanaan pasal ini
undang-undang.

2)

3)

4)

lanjut mengenai
diatur dalam

5)

Secara substansi pasal tersebut
bermaksud bahwa penguasaan sektor-sektor
yang menguasai hajat hidup orang banyak
seperti air, bumi dan kekayaan alam di
dalamnya dikuasai oleh negara dan tidak
boleh dikuasai oleh orang perseorangan.
Perbankan nasional di Indonesia sebagai
salah satu bukti peran pemerintah dalam
mensejahterakan rakyat dan memberi
jaminan kepastian hukum di bidang
ekonomi dengan melahirkan regulasi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan terbentuklah
kelembagaan perbankan yang secara
sistematis dan terorganisir melalui Bank
Indonesia yang melaksanakan fungsinya
sebagai bank sentral yang independen
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank
Indonesia.  Dengan  demikian  bank
Indonesia sebagai otoritas moneter, dalam
membentuk  kebijakan-kebijakan moneter
yang menjadi panglima dan membawahi
sistem perbankan di Indonesia.

SAINTOCH Vol. 3 No. 1 Juni 2014 Hal. 47



Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999
peran Bank Indonesia dalam rangka
menjaga  stabilitas  sistem  keuangan
mencakup :

a. Menciptakan kebijakan moneter yang
kondusif;,

b. Melakukan pemantauan terhadap
stabilitas sistem keuangan (financial system
surveillance);

c. Melakukan koordinasi dengan dan

memberikan  rekomendasi kebijakan
stabilitas
sistem keuangan pada otoritas lain,

misalnya kepada pemerinta cq Depertemen
Keuangan selaku otoritas fiskal, dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

d. Menciptakan efisiensi dalam sistem
pembayaran  dengan  terselesaikannya
transaksi secara aman dan tepat waktu (safe
and robust payment system) antara lain
melalui kegiatan design, operasional dan
pengawasan sistem pembayaran;

e. Menyediakan mekanisme LOLR dalam
upaya menangkal terjadinya kegagalan
bank karena liquidity mismatch.

Mengingat peran perbankan terpusat
pada sistem keuangan dan sistem moneter
yang secara otomatis memiliki pengaruh
dalam pembentukan hukum nasional bidang
perbankan ke depan dalam menghadapi
tantangan dan hambatan di era globalisasi
sebagaimana dituntut hukum yang memiliki

ruh pancasila secara utuh.

Permasalahan : Apa peran perbankan
dalam pembentukan hukum ekonomi
nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok
dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Penelitian ~ memiliki  tujuan  untuk
mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologis dan konsisten,
termasuk penelitian hukum. Sebagai ilmu
sui generis, artinya ilmu hukum merupakan
ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki
karakter yang khas yaitu sifatnya yang
normatiff Dengan demikian metode
penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki

“ Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati,  Argumentasi

Hukum. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2005 h.|
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metodenya tersendiri. Metode dan prosedur
penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan
ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan
dalam ilmu hukum.*

Tipe penelitian dalam penulisan ini
menggunakan tipe yuridis normatif dengan
metode penelitian hukum normatif, yaitu
mengkaji dan menganalisa bahan-bahan
hukum dan isu-isu hukum yang terkait
dengan permasalahan , yang diteliti.
Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan
persoalan yang timbul, sedangkan hasil
yang akan dicapai adalah berupa preskripsi
mengenai apa yang seyogianya dilakukan
untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan  (statute  approach)  dan
pendekatan konseptual (conceptual
approach,). Pendekatan perundang-

undangan artinya penelitian ini mengkaji
peraturan normatif yang ditentukan dalam
undang-undang yang berkaitan dengan isu
hukum yang  dibahas.  Pendekatan
konseptual merupakan pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin ~ didalam ilmu hukum.
Pandangan dan  doktrin ini  akan
menemukan ide  yang  melahirkan
pengertian-pengertian  hukum,  konsep-
konsep hukum dan asas-asas hukum yang
relevan dengan isu hukum yang dihadapi
dalam penelitian ini.

Sumber  bahan  hukum  yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah
Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum
yang bersifat otoritatif, artinya bahan
hukum tersebut mempunyai otoritas, yang
terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risaiah-risalah.

Dalam penelitian ini, perundang-
undangan sebagai bahan hukuin primer
adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankdn dan  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia.

Bahan hukum sekunder, meliputi
semua publikasi tentang hukum yang bukan

“4 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukwm. Prenada Media,

Jakarta, 2006, h.26

merupaka
entang h
=sis, d
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merupakan dokumen resmi. Publikasi
entang hukum ini meliputi buku-buku teks,
esis, disertasi hukum, kamus-kamus
sukum, komentar-komentar atas putusan
pengadilan juga opini-opini hukum dari
para ahli yang dipublikasikan melalui
“urnal, majalah atau internet.

PEMBAHASAN
A. Peran Hukum Dalam Pembangunan

Ekonomi

Landasan hukum dari pembangunan
sudah diatur dalam Kkonstitusi Pasal 33
UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen
ke empat. Tujuannya tidak lain ialah’®
memajukan kesejahteraan umum dan
mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur  merupakan  cita-cita  yang
berangkat dari bidang perekonomian
Indonesia, dan bertolak dari cita-cita
tersebut,maka visi hukum ekonomi ke
depan harus menunjukkan hukum yang
bersifat akomodatif terhadap perwujudan
masyarakat yang adil dan makmur, keadilan
vang proporsional dalam masyarakat, tidak
diskrimnatif terhadap pelaku ekonomi dan
persaingan yang tidak sehat.

Cita-cita Negara Indonesia termasuk
dalam aliran teori Negara kesejahteraan
atau dikenal juga dengan sebutan welfare
state. Menurut teori ini Tujuan negara
adalah  bukan  sekedar memelihara
ketertiban hukum saja tetapi juga secara
aktif mengupayakan kesejahteraan warga
negaranya. Teori ini dikemukakan oleh
Kranenburg dan Utrecht. Konsep Negara
kesejahteraan  adalah  suatu  bentuk
pemerintahan demokratis yang menegaskan
bahwa negara bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa
pemerintah harus mengatur pembagian
Lekayaan negara agar tidak ada rakyat yang
kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui
zjalnya karena tidak dapat membayar biaya
rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara
Lesejahteraan mengandung unsur
sosialisme, mementingkan kesejahteraan di
midang politik maupun di bidang ekonomi.

* Sri Redjeki Hartono. Op.Cit

Dapat juga dikatakan bahwa negara
kesejahteraan mengandung asas kebebasan
(liberty), asas kesetaraan hak (equality)
maupun asas persahabatan (fraternity) atau
kebersamaan (mutuality). Asas
persahabatan atau kebersarnaan dapat
disamakan dengan asas kekeluargaan atau
gotong royong.

Pembangunan ekonomi nasional dalam
pencapaiannya tidak terlepas dari peran
sektor hukum. Tidak dapat disangkal
memang ada tuntutan bidang ekonomi
terhadap bidang hukum yang dapat
dijadikan  sebagai sumbangan  yang
bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi. Dengan beranjak dari pernyataan
tersebut maka hukum memiliki fungsi.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum
berfungsi sebagai perlindungan bagi
kepentingan manusia, dan karenanya
hukum * harus dilaksanakan.” Selanjutnya
Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat
Talcott Parsons, fungsi utama hukum ialah
melakukan integrasi, yaitu mengurangi
konflik-konflik dan melancarkan proses
interaksi pergaulan sosial.*

Fungsi internal hukum itu sendiri
sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan
manusia, utamanya dalam kehidupan
ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan
dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum
mengusahakan kesejahteraan seluruh umat
manusia. Fungsi disini adalah sebagai
kerangka yang berwujud peraturan yang
membimbing, memberikan pedoman sanksi
dan alat untuk mereknya kehidupan sosial.
Obyeknya adalah segala segi kehidupan
manusia dalam kehidupan ekonominya.”

Hukum dalam keberadaannya di
masyarakat mempunyai peranan dan
pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai
dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum
dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah
laku manusia, alat untuk menyelesaikan

“hip://www. kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-

_ kesejahteraan-welfare.html
" Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku
dan Kegiatan Ekonomi, Graha llmu, Yogyakarta, h. 40
* Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, Studi Hukum Dalam
Masyarakat, Alumni, Bandung, h. 10.

© Y Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan
Ekonomi. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 27
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konflik dan alat untuk rekayasa sosial
ekonomi.'"”  Pound mengatakan bahwa
kebutuhan akan adanya kontrol sosial
bersumber dari fakta mengenai kelangkaan.
Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk
menciptakan sebuah sistem hukum yang
mampu  mengklasifikasikan  berbagai
kepentingan serta menyahihkan sebagian
dari  kepentingan-kepentingan itu. Ia
menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan
kepentingan, melainkan menemukannya
dan menjamin keamanannya. Hukum
memilih untuk berbagai kepentingan yang
dibutuhkan untuk mempertahankan dan
mengembangan , peradaban. Pound
mengakui adanya tumpang tindih dari
berbagai kelompok kepentingan, yaitu
antara kepentingan individual atau personal
dengan kepentingan public atau sosial.
Semua itu diamankan melalui dan
ditetapkan dengan status “hak hukum”."’

Pada dasarnya kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh masyarakat dapat
dikelompokkan menjadi beberapa bidang
kegiatan yang mempunyai Kkarakteristik
tertentu yaitu kegiatan jasa, produksi,
distribusi, pemasaran dan lain-lain. Dengan
karakteristik tersebut, kegiatan-kegiatan
ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan
sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi bisa
berjalan tertib, lancar dan seimbang. Dan
peraturan-peraturan  tersebut merupakan
hukum, karena secara umum hukum
mempunyai tujuan untuk menciptakan
keseimbangan kepentingan, berupa
kepastian hukum  sehingga terwujud
keadilan  yang Proporsiona] dalam
masyarakat sejahtera. '

Hukum ekonomi sendiri dapat
diartikan sebagai perangkat hukum yang
mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku
ekonomi adalah setiap badan usaha atau
orang perorangan yang menjalankan suatu
usaha.

" Ibid,

"' Deden Effendi, Teori Hukum Roscoe  Pound.
http://defts.blogspot.com/2009/1 0/teori-hukum-roscoe-pond.html
" Ibid.. him. 34-35
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Hukum dan ekonomi digambarkan
sedemikian erat hubungannya, terutama
yang menyangkut bidang ekonomi
perusahaan dan ekonomi makro yang ruang
lingkupnya mencakup interaksi bisnis
diantara para pelaku usaha. Interaksi itu
sangat memerlukan aturan hukum .yang
harus diikuti oleh semua pihak. Dalam
konteks apa yang disebut di atas, yang
menyusun aturan hukum adalah domein
sarjana  hukum. Sedangkan memberikan
uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-
kekuatan ekonomi yang bekerja secara
alamiah menjadi domein dari para ahli
ekonomi.”

Dengan demikian, tugas hukum
dibidang ekonomi yang terutama adalah
untuk dapat senantiasa menjaga dan
menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar
pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak
akan mengorbankan hak dan kepentingan
pihak yang lemah. Hanya dengan cara
seperti inilah hukum akan tetap mempunyai
peranan yang strategis dalam pembangunan
ekonomi. Tidak hanya menciptakan
kaedah-kaedah hukum saja tetapi dapat
menata dan meletakan dasar-dasar kaedah
dan hukum dalam berbagai kebijakan di
sektor perekonomian.

2. Eksistensi Perbankan dalam Hukum
Nasional
Memiliki peran sentral dim

pembangunan ekonomi nasional, sebagai

salah satu perangkat hukum di bidang
ckonomi merupakan upaya menjamin
kepastian hukum bagi warga Negara atau
pelaku ekonomi. Berikut ini beberapa

Pengertian hukum perbankan menurut

beberapa para ahli, sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Djumhana, hukum
perbankan adalah sebagai kumpulan
kumpulan  peraturan hukum  yang
mengatur kegiatan lembaga keuangan
bank yang meliputi segala aspek, dilihat
dari segi esensi, dan eksistensi, serta

""Neni, Op.cit.h.39
" Jonker Sihombing. Loc. Cit.
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hubungann 5ya dengan bidang kehidupan
yang lain.!

5 Munir Fuady merumuskan hukum
perbankan adalah seperangkat kaidah
hukum dalam  bentuk  peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi,
doktrin, dan lain-lain sumber hukum,
yang mengatur maslah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek
kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu
yang harus dipenuhi oleh suatu bank,
perilaku  petugas-petugasnya,  hak,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab
para pihak yang tersangkut dengan
bisnis perbankan, apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh bank,
eksistensi perbankan, dan lain-lain yang
berkenaan dengan dunia perbankan. '

c. Hukum perbankan merupakan hukum

yang mengatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan perbankan. Selain
mengatur perbankan, hukum perbankan
juga mengatur lembaga keuangan bank
yakni semua aspek perbankan dengan
yang lain, perbankan sebagai segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank,
yang didalamnya mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha serta cara
dan proses melaksanakan kegiatan

usahannya.'’

Sejarah  mencatat asal mula
dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada
zaman kerajaan tempo dulu di daratan
Eropa. Kemudian usaha perbankan ini
berkembang ke Asia Barat oleh para
pedagang. Perkembangan perbankan di
Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh
Bangsa Eropa pada saat melakukan
penjajahan ke negara jajahannya baik di
Asia, Afrika maupun benua Amerika.
Seiring dengan perkembangan perdagangan
dunia, perkembangan perbankan pun
semakin pesat karena perkembangan dunia
perbankan tidak terlepas dari perkembangan
perdagangan. Perkembangan perdagangan

N IS Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta,

Keneana, 2005, h.
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semula hanya di daratan Eropa akhirnya
menyebar ke Asia Barat. Namun, pada saat
itu tugas utama bank hanyalah sebagai
tempat tukar-menukar uang.

Pemerintah Hindia-Belanda juga
mendirikan De Javasche Bank (1827), kini
Bank Indonesia (BI),dan NV Escomto
Bank, sebuah bank swasta yang dikenal
sebagai Bank Dagang Negara (BDN).
Beberapa koperasi simpan — pinjam yang
didirikan di kalangan petani pada 1895 di
Purwekerto, pada 1934 digabungkan oleh
pemerintah belanda ke dalam Algemeene
Volksscrediet Bank (AVB).'®

Periode awal kemerdekaan di
Indonesia, setahun setelah kemerdekaan
pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tahun 1946 yang menegaskan
lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI),
yang peresmianya dilakukan pada 17
agustus 1946. Tugas BNI , sebagaimana
tercantum  dalam peraturanya adalah
mengeluarkan dan mengedarkan uang
kertas bank disamping pemegang uang kas
Negara. Pada kenyataannya tugas BNI
adalah mengatur peredaran uang RI (ORI -
Oerang Repoeblik Indonesia) sebagai uang
kertas pemerintah, disamping menarik uang
masa pendudukan jepang dan menggantinya
dengan ORI.

Periode 1988 - Sekarang. pada
tanggal 27 Oktober 1988 Menko Ekun
Radius Prawiro mengumumkan serangkaian
kebijakan baru yang merupakan paket
deregulasi dibidang keuangan moneter dam
perbankan (KMP). Paket kebijakan in: leo
dikenal dengan sebutan Pakto 1988 Pumcas
dari periode ini adalah diberlakuiama

Undang-Undang Nomor 7 Tahum =%

tentang Perbankan, pada 25 masst %
yang  menggantikan Undang- misme
Nomor 14 Tahun 1967 ientame Foas-
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Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perbankan.

Peran Perbankan Nasional dalam
membangun ekonomi kerakyatan perbankan
merupakan salah satu  sektor yang
diharapkan berperan aktif dalam menunjang
kegiatan pembangunan nasional atau
regional. Peran itu diwujudkan dalam
fungsi utamanya  sebagai  lembaga
intermediasi atau institusi perantara antara
debitor dan kreditor.*

Sebagaimana kita fahami bahwa fungsi
Bank bertindak sebagai intermediasi antara
pengguna jasa dan sektor perbankan yang
memiliki posisi strategis sebagai lembaga

keuangan yang  menunjang  sistem
pembayaran. Dengan demikian secara
periodic  diperlukan penyempurnaan

terhadap sistem perbankan nasional yang
bukan hanya mencakup gaya penyehatan
bank secara individual, melainkan juga
penyehatan perbankan secara menyeluruh.

Upaya penyehatan perbankan nasional
menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan
masyarakat pengguna jasa bank. Adanya
tanggung  jawab  bersama  tersebut
membantu memelihara tingkat kesehatan
perbankan nasional sehingga dapat berperan
secara maksimal dalam perekonomian
nasional mengingat perannya dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional
tidak berlebihan apabila perbankan kita
ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak
berlebihan apabila terhadap lembaga
perbankan tersebut pemerintah mengadakan
pembinaan dan pengawasan yang ketat.
Semua itu didasari oleh landasan pemikiran
agar lembaga perbankan di Indonesia
mampu.

KESIMPULAN

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi
secara sinergis terpola dalam hukum
perbankan. Fungsi dan peran perbankan
dalam sistem perekonomian, sebagai
budgeter dan moneter. Bertolak dari fungsi
perbankan, mendorong mobilitas

http://pujiirahayun.blogspot.com/2012/04/gas-2-peranan-
perbankan-dan himl diakses pada tanggal 10 Juli 2014
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perekonomian Indonesia secara utuh
terstruktur dalam kelembagaan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan. Sinergitas perbankan
dengan perekonomian tersistem dalam
bidang investasi, perusahaan, konsumen
dan persaingan usaha.
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